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Masalah TGR Akhirnya Dilimpahkan Ke APH

KOTA MANNA, BE - Bupati Bengkulu Selatan
(BS), Gusnan Mulyadi SE MM serius menindaklanjuti
temuan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI
mengenai tuntutan ganti rugi (TGR). Pasalnya setelah
belum adanya pelunasan oleh pihak rekanan terkait
temuan tersebut, Pemda BS akhirnya melimpahkannya
ke aparat penegak hukum (APH).

“ Masalah temuan BPK ini sudah kami limpahkan
ke Polres BS,” kata Sekda BS, Yudi Satria SE MM.

Yudi mengatakan, masalah temuan TGR yang

- belum juga lunas tersebut sebelumnya sudah
diingatkan Bupati agar pihak rekanan segera
melunasinya. Bahkan ada waktu 60 hari untuk
menyelesaikannya, Hanya saja, hingga 20 Julilalu,
pihak rekanan belum juga melunasinya.

“ Kalau pihak rekanan tidak mau melunasinya, tentu
mereka harus mempertanggungjawabkannya
dihadapan penegak hukum,” ujarnya.

Hanya saja, sambung Yudi meskipun sudah
dilimpahkan ke APH, dirinya tetap mengharapkan
pihak rekanan dapat melunasi temuan
tersebut,sehingga nanti proses hukum tidak berlanjut.

“Kami tetap berharap ada itikad baik pihak rekanan
untuk melunasinya,” harap Yudi.

Kapolres BS, AKBP Rudy Purnomo SIK MH melalui
Kasat Reskrim, AKP Enggarsah Alimbaldi SH SIK

‘membenarkan telah menerima pelimpahan masalah
TGR tersebut dari pihak pemda BS. Dirinya mengaku
akan segera mempelajarinya untuk kemudian
memanggil saksi-saksi, i

“ Pelimpahanperkara ini kami terima dua hari
lalu, dalamwaktu dekat ini segera kami pelajari
terlebih dahulu,” ujar Enggar, =~

Sebelumnya, 20 Mei 2019 lalu, BPK Rl menyerahkan
laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada Pemda
BS.Dari LHP tersebut diketahui ada beberapa kegiatan
di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di
lingkungan Pemda BS yang menjadi temuan. Bahkan
jumlahnya lebih dari Rp 1 Miliar. Akibatnya BS
meraih predikat wajar dengan pengecualian (WDP).
Dengan adanya temuan tersebut, Pemda BS diberikan
waktu 60 hari untuk segera menindaklanjutinya.
Hanya saja, setelah waktu berakhir, temuan tersebut
belum juga tuntas, akhirnya Pemda BS melimpahkanya
ke APH. (369)



